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PUTUSAN i
Nomor 15!GIP|Ikada1201 8/PTTUN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadiian Tinggi Tata Usaha Negara Makassz}r yang memeriksa,
mengadili dan memutus Sengketa Tata Uséha Negara Pemilihan dengan Acara
Khusus, yang bersidang di ruang persidangan pada Pengadilan 'finggi Tata
Usaha Negara Makassar J‘alan A.P. Pettarani Nomor 45 Kota Makassar telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara.

1. Nama :odr. RIZALUL UMAR, Sp.IIB.,MARS;
Kewarganegaraan: Indonesia); '.

!
Tempat Tinggal : Jalan Sungai Limbéto Watampone,
Kelurahaq TA, Kecamatap Tanete Riattang,

Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;
Pekerjaan . Dokter;

iy

» H

Email : rizalulumér@qmail.com: ,
Nomor Telepon ?812410129419; i
! | i

2. Nama : Dr ANDI MAPPAMADENG DEWANG, M.Si;

- Kewarganegaraan: Indonesna,g

a Tempat Tinggal : J;allan Cr. Wahidin Sudirchusodo Watampone,

RT.001IRW. 001, Keluu}ahan Macanang,

Kecamatan Tanete  Riattang Barat,

Kabupatenl Bone, SulawesiI Selatan;

Pekerjaan : Dosen/Pengajar; |
Nomor Telepon : 8124212686: |
Email : andimappamadeng2@gmail.com

“Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
""" 1. ABDULLAH MAHIR, SH.:
2. MUHAMMAD AMIN, SH.:

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pe.kerjaan l\dvokat/Konsultan Hukum
berdomistli hukum pada Kantor Hukum Abdullah Mahir, Sl-ll & Rekan Jalan

Adlpura 1. 3. D Nomor 02 Kelurahan + Karuwisi — Utara Kecamatan
'Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan Slurat Kuasa Khusus tanggal 3
Maret 2018; :

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUG i'




Mﬁglawan:

Nama Jabatan ~ : KOMIS| PEMILIHAN !UMUM DAERAH
(KFUD) KABUPATEN iBONE
Tempat Kedudukan: Kantoeredung Eks' lslamlc Centre di Jalan
Gatot Subroto Kelurahian Biru, Kecamatan
Tanete Rlattang, Kabupaten Bone, Sulawesi
y . Se1ataq Fax : 048128766 Tip. Nomor
0481-24875, Kode Po.-, : 92716, Emalil
3 kpudbone su[sel@vahoo co.id
Dalam hal ini memberikan kuasa lepada h |
1. MARHUMAH MAJID, SH.;
2. NURZAINAH PAGASSING!, SH.,MH.:

3. AWALUDDIN YASIR, SH.. . |

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, ﬁ’ekerjaan Advo[<at dan Penasehat
Hukum pada Kantor Marhumah Majid, SH & berkedudukén di Jalan Mangka
Dg. Bombong, Perumahan Sejahtera Permar H. 17 Sunggumlnasa Kelurahan
Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 73/PY.03.1-SU/7308/KPU-Kab/l112018 tanggal 9
Maret 2018; '

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; |

TN T

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Neglara tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tlnggl ; Tata Usaha Negara Makassar
Nomor15/Pen/Pilkada/2018/PTTUN Mks| tanggal 5 Maret 2018 tentang
penunjukan Majelis Hakim Khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus
sengketa ini;

2. Surat Gugatan Penggugat tanggal 7 rebruarl 2018 dan Derbaikan. Gugatan
tanggal 7 Maret 2018; d !
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 15/PEN-PG/Pilkada/2018/PTTUN

‘Mks. tanggal 5 Maret 2018 tenitang Pengtapan hari dan tanggal perbaikan

gugatan; | ] i

4, Penetapan’ Keiua Majelis Nomeor 15!PEN HSIPilkadaIPTTUN Mks., tentang

Penetapan hari sidang dan targgal 7 Maret.2018
5. Setelah membacasurat-surat lairi yang terliamplr dalam berkas perkara:

TENTANG DUDUK PERKARA |

'Bahwa Penggugat telah mengajukén gugatan tanégal 5 Maret 2018
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: |
Makassar pada tanggal 5 Maret 2018 dengan register perkara Nomor
1 5/GIP1Ikada12018/PTTUN Mks., | yang dlperbalkr pada tanggal 7 Maret 2018,
yang isinya menguraikan dalil-da II sebaqa: berikut: :

. OBYEK SENGKETA i

1
| i
!

Bahwa adapun yang menjadl obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam
materi gugatan Penggugat aquo adalah Keputusan(beschrkkmg recht) yang

dikeluarkan/dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerar] (KPUD) Kabupaten
Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) yaitu: i

. DASAR GUGATAN |
. Kedudukan Hukum Sebagai Dasrar Gugatan Pasangan Cdlon

KEPUTUSAN KPUD KABUPATEN BONE, SULSEL Nomor 41/PL.03.2-
Kpt/7308/KPU-Kab/I1/2018 tanggal 20 Februari 2018 Tentang Penatapan
Hasil Verifikasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 ;/ang pacla
dictum kesatu dan kedua keputusan aquo berisi penetapan yang
merugikan Penggugat sebagai berikut: | -

KESATU: Menetapkan bhahwa Baka] Pasangan Calon Perseorangan
Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 , Sdr. dr. H. RIZALUL UMAR,
SpB.,MARS dan sdr. Dr. H. ANDI MAEPAMADENG i DEWANG, MSi
dengan jumlah keseluruhan dukungan sebanyak 24.786 Orang;

KEDUA : Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupatl dan Wakil Bupati
dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan Tidak [Memenuhl Syarat
untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati danE Wakil .’Bupati pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupatl Bone Tahun 2018;

1.1 Bahwa Penggugat adalah warga| Negara Indonesia (WN!) yang

berdomusull tetap di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan yang saat ini
sedang mengikuti tahapan tahapan proses Pemlhhan Umum Kepala
'iDaerah (Pilkada) Kab. Bone, Sulsel penode 2018- 2023 sebagai Bakal

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bone dari Jalur perseorangan
(non parpol);

1.2 Bahwa ikut sertanya Penggugat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

.(Pilkada) Kab. Bone, Sulsel sebagai Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati
'peri_ode 2018-2023 adalah hak poli-t-ik penggugat ‘aqud agar dapat
K b'erpartisip'asi dan mengabdikan diri untuk membangun daerah
Kab.Bone yang secara Konstitusionélitas telah mendapat jaminan dari
Peraturan perundang undangan guna memenuhi kesetaraan perlakuan



Ty

. Upaya Admlnlslra3| Panwaslu ;.

5/PUU-V/2007 jo Pasal 7 dan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 Tentang Pemilu jo Pasal 8 PKPU Nomor 3 Tahun 2017
jo Pasal 4 PKPU Nomor 15 Tahun 2017

2. Formil Pengajuan Gugatan

Bahwapengajuan Gugatan Sengketa :Tata Usaha Negara ini kepada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah sesuai dengan
ketentuan Pasal 154 ayat 2 Undang- Undang Nomor, 1 Tahun 2015 jo.
Unrdang- Undang Nomor 10 Tahun jo. Perbawaslu Nomou 18 Tahun 2017
yaitu masih dalam tenggang waktu (3) tiga hari kelja sejak keluarnya
Keputusan Bawaslu/Panwaslu. Oleh kc}rena itu gugatan Penggugat aquo
memenuhi syarat formil untuk dlperlks? dan dlputuskan oleh Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut '

|
Bahwa sebelum Gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini diajukan ke

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar upaya keberatan
secara administratif sudah dltempuh oleh Penggugat aquo sebanyak (2) dua

—— e 2z QLY e

kali dengan mengajukan perrnohoncm penyelesalan sengketa proses pemilu

ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu‘ Daerah Kabupaten Bone, Sulsel
masing masing sebagai berikut: : |

1

| !
a. Sebagai Pemohon Keberatan ke Panwaslu Kab, BonF pada tanggal 24
Januari 2018 dalam Perkara Nomor‘ 001IPS/PWSL Bne.27.04/1/2018.
Dalam pokok sengketa, permohonan pemaohon aquo dikabulkan oleh

Majelis Adjudikasi Panwas ¢ sebagaimana putusannya ,tanggal 4 Februari
2018 dengan Diktum berisi:

- Pembatalan Penetapan/Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPUD
Kab.Bone Sulsel tentang Hasil Verlflka3| Jumlah MinimalDukungan dan

Sebaran Perbalkan Dalam Pemlhhan Bupati dan Wakil Bupati (Modei
“B.1-KWK Perseorangan);

- Périntah kepada Termohon/KPUD Kab.Bone agar memberikan
'kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki dan melengkapi
kekurangan data/berkas dukungan ' warga kepadaé penggugat agar
X dltlndaklanjutl sesuai peraturan peruréplang undanganl

b. Sebagai Pemohon' Keberatan ke Panwaslu Kab. Bone pada tanggal 21

Februari 2018 dalam Perkara Nomor Ec OOZIPSIPWSU Bne. 27 04/11/2018

tanggal. Dalam pokok Sengketa permononan pemohon, aquo Ditolak oleh
- Majelis Adjudikasi Panwaslu Kgb.Bone tersebut; ‘




. POKOK-POKOK SENGKETA |
1. Bahwa pada dasarnya pokok sengljeta yang menjadt obyek Gugatan
| 3 ' penggugat disini adalah Keputusan Pejabat Tata Usar&a Negara dalam hal
ini, KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD)
KABUPATENf | BONE, SULSEL quor : 41IPL}03 2-Kpt/7308/KPU-
Kab/11/2018 tanggal 20 Februari 2018 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi
Dukungan Perbaikan Bakal. Pasangan Calon Perseorangan Dalam
Pemilihan Bupati Dan Wakil BHpatl Bon? Tahun 2018; '
2. BahwaKeputusan KPUD Kab.1Bone aq|uo yang dikelugllrkan oleh sdr AKSI
HAMZAH, SE.,M.Sidalam kedudukannya sebagai Ketua Komisioner KPUD

Kab. Bone/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut secara materiil telah

Merugikan kepentingan politik Penggugat selaku Baka:! Pasangan Calon (
Bapaslon ) Bupati dan Wakil Bupati yan? saat ini sedan;g mengikuti tahapan
tahapan verifikasi faktual atas data data dukungan: perseorangan dan
terancam Gagal ditetapkan sebagai pasangan calon Bupjati dan Wakil Bupati
Kab. Bone periode 2018-2023; ,

3. Bahwamuatan materi dalam Keputusan KPUD Kab. Bone rﬁerupakan
realisasi hasil kerja BURUK l(omisionier KPUD Bone dan jajarannya di
tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) setempat dalam pelaksanaan P%erbaikan Syarat Dukungan Warga
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas narlna dr. H. RIZALUL
UMAR, SpB.,MARS dan sdr. Drs. H. ANDI MAPPAMADEr-'NG DEWANG, MSi
yang dituangkan pada Keputusan KPUD Kab. Bone No. 33/HK.03.1-
Kpt/7308/KPU-Kab/I1/2018 Tentang Jadwal Penyeraha[;l Perbaikan Syarat
Dukungan, Penelitian Hasil Perbaikan’ Syarat Dukunq'an dan Penetapan
Bakal Pasangan Calon P,P,r:seorangqn atas hama, dr. H RIZALUL

. UMAR,SpB.,MARS dan sdr, Dt}'s. H. AND!I MAPPAMADENG DEWANG, MSi.

4, Bahwa Keputusan KPUD K'lb' Bone aquo adalah Keputusan Tata Usaha
' Negara yang bersifat mdlwdual konkrit, dan final yang bengaja dikeluarkan

..dengan maksud untuk menjc,gal atau mempersulit Penggugat sebagai
Paslon Bupatl dan Wakil Bupati agar terdiskualifikasi dalam Pitlkada Bone
tahun 2018. Terhadap indikasi adanya ‘penjegalan oleh KPUD Kab. Bone
dan jajarannya di- Tingkat PPS dan” PPK tersebutn penggugat akan
menguralkan beberapa fakta dan peristiva yang 'dlalaml oleh Tim

"penghubung/Lo dari Penggugat sejak awal pelaksanaaln tahapan Pilkada
-Bone berjalan antara lain: |

Y




4.1

4.2

4.3

4.4

'
1

Diawali periode Nopember 2017, Penggugat mendlaftarkan diri di KPUD

Kab. Bone untuk mengikuti pencalonan Bupati dz‘n Wakil Bupati Kab.
Bone dari jalur perseorangan (non parpol} dengan menyerahkan data
data dukungan warga Bone sebanyak 41.880 berkas yang tersebar di
27 Kecamatan. Data data ini terdm atas surat pernyataan dukungan
warga dan surat identitas dlrllKTF’lKet Cacatan Sipil sebagai
lampirannya. Sementara jumlah  kuota minimal dukungan vyang
ditetapkan oleh' KPUD Kab. Bone sebagai persyaratan pencalonan dari
jalur perseorangan adalah sebanyaé( 40.158;

Terhadap data yang jumlahnya 41.?80 tersebut, oleih KPUD Kab. Bone
dan jajarannya di Tingkat PPS dan PPK dilakukan verifikasi jumlah
minimal dukungan yang dipersyara?kan oleh Undaﬁg -Undang Nomor 1
Tahun 2015 jo. Undang-Undang 1Nomor 10 Tahun 2016 jo. PKPU
Nomor 3 Tahun 2017 jo PKPU NomPr 15 Tahun 201;7 tersebut;

|
Ki

Berdasarkan hasil verifikasi jumlah, lvenf ikasi admlmftram dan verifikasi
factual yang dilakukan oleh KPUD' Bone tanggal 29 Desember 2017
terhadap 41.880 data du ungan terFebut maka dlpe;roleh angka angka
yaitu ada sebanyak 21.801 berkas yang dlnyatakan memenuhi syarat
(MS) dan sisa data sebanyak 20 079 dlnyatakan Tidak Memenuhi

Syarat (TMS) tanpa dllengkapl clengan Model BA5 KWK  (bukti
penarikan dukungan); ) ; '
Pelaksanaan verifikasi factual erhadap tambahan qata-data perbaikan
dukungan perseorangan setelah keluarnya PUTUSAN PANWASLU
KAB. BONENomor 001/PS/PWSL BNE.27.04/1/2018 tanggal 4
Februari 2018 aquo dilakukan oleh KPUD Bone {dan jajarannya di

Tingkat PPS dan PPK dengan cara berkreasi sendiri yaitu

menggunakan daflar nama nama sebagai pembanding yang dibuat-
';buat sendiri tanpa merujuk pada data base Model B.1-KWKsebagai
sumber informasisesuai petunjuk teknisPKPU Nomor 3 Tahun 2017 jo

PKPU Nomor 15 Tahun 2017. Aktbatnya ribuan data-data penggugat
yang sejak awal sudah dinyatakan memenuhl syarat (MS) dan bersih

- darl dugaan KEGANDAANakh!rnya dlanulir kemball karena dinyatakan

4.5

data ganda.dan tidak memenuhi syarat (TMS);

Analisa dugaan kegandaan data yang dilakukan ole?‘% KPUD Kab. Bone
secara berulang ulang baik itu t:erhadap data idata yang telah
dinyatakan MS maupun data tambahan perbaikén dukungan, hal




data Ganda disebabkan oleh keccéerobohan petugas KPUD Bone yang
melakukan verifikasi ulangan terh%dap obyek yang;sama.

4.6 Selain bermotif penjegalan terhadap keikutseftaan- penggugat dalam
Pilkada Bone aquo, Keputusan aquo juga dibua{ terburu buru untuk

sekedar mengejar ketertinggalan waktu pelaksanaan tahapan tahapan
Pilkada Bone dari jadwal yang telah ditetapkan olehr KPU Pusat.

Bahwa jika ditinjau dari aspek yUI'IdIS formai, Penggugah aquo sudah
memenuhi syarat formil untulg dltetapkan sebagai pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati oleh KPUD Kab. Bone agar dapat |‘kut sebagai peserta
dalam Pilkada tahun 2018 Ir‘l karena ddta data perbalkan dan tambahan
dukungan perseorangan yang telah ci{lverlf ikasi secara administrasi oleh
KPUD Bone maka ada seban'yak 41 96i1 yang dinyatakan memenuhi syarat
(MS) dari jumlah asal42,299 yang filvenf"kaSI Lersebut Adapun hasil
verifikasi Administrasi sebanyak 42. 299 tersebut hanya 338 data yang
dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). (Vide Berita Apara Hasil Verifikasi
Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukungi Perbaikan)Dengan
Pernyataan Dukungan Perbaikan Dalam PemilihanBupati dan Wakil Bupati
tanggal 9 Februari 2018.Terhadap data perbaikan dukungan sebanyak
41.961 akhirnya menyusut lagi menjadi 37.263 yang beréih/lolos dari dugaan
Kegandaan (Vide Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi.

Bahwa atas dasar (MS) hanya sebanyal‘< 2985 sangatjauh dari jumlah kuota
minimal dukungan yang dipersyaratkén UU No.10 Tahun 2016 yaitu
sebanyak 41.961 (Vide Berita Acara Hasﬂ Verifikasi Administrasi Terhadap
Kesesuaian Data Pendukung Perbalkan Dengan Pernyataan Dukungan
Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakll Bupati) |

IV. ALASAN ALASAN HUKUM

1.

[}

. Keputusan Cacat Formil }; E
1 Bahwa Keputusan KPUD Kab. Bone Nomor41/PL. 032 Kpt/7308/KPU-
KablII12018 yang dlkeluarkan tanggal 20 Februar': 2018 merupakan
.tlndakan hukum admmlstrasi yang diterbitkan atas 1dasar penggunaan

diskresi Jabatan yang tudak sesua: dengan ,Azas-azas umum
Penyelenggara NegaralPemenntahanl yang baik yaltw

a.Azas Profesionalitas ; bahwa klnerja Kom|S|oner KPUD Kab. Bone
tidak memenuhi standar proporsmnal dalam pemberian layanan publik
yang baik kepada Penggugat dalam hal tidak Men;1perdulikan bahkan
Mengabaikan Keberatan Keberatan yang dilakukap Penggugat antara
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menyembunyikan ModelI BA.4 KWK dan BA'5 KWKyaitu hasil
Verifikasi Administrasi : dan Kegandaan atas Perbaikan Data

Pendukung pada tanggal 10 Februan 2018 dengan mendatangi kantor
KPUD Bone setempat;

.
1
|

b. Keputusan a quo adalal hasil kreatifitas Komisioner KPUD Kab Bone
dalam bertindak dan tidak mimilikilkualitas hukum :karena bertentangan
dengan AZAS Akuntabilitas yaitu sikap dan berindakan KPUD Bone
tidak berpedoman kepada aturan teknis PKPU I\io 3 Tahun 2017 jo
PKPU No. 15 Tahun 2017 (Pasal. 2 huruf ) jo Pasal 6 ayat 2 hurud (d)
Peraturan Dewan Kehormatan - Penyelenggara Pemilihan Umum
Nomor. 2 Tahun 2017 Tentang, Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilihan Umum  yaitu hasil kerja Komisioner KPUD
Bone dalam menetapkan hasil vetriﬁkasi angka angka data dukungan
penggugat tidak saling menguatkan tetapi bertentangan satu dengan
lainnya  sehinga hasil kerja KPUD "Bone tidak  dapat
dipertanggungjawabkan secara hokum. Bahwa Keputusan KPUD
Kab.Bone aquo tidak memenuhi knterta sebagai! produk hukum tata
usaha Negara karena d|keluarkan secara ferburu buru tanpa
mempertimbangkan aspek kepastlan hukumnya; 2

c. Bahwakebijakan sebagai dasar tmdakan ke[uarnya Keputusan KPUD
Kab. Bone memiliki cacat formil karena isi keputus!an aquo bersumber

dari data-data yuridis yang merunakan hasil ﬁ)erbuatan melawan
hukum sebagaimana dimaksud;

Bahwaberdasarkan dalil déllll dan alasan alasan hukum yang diuraikan

oleh Penggugat diatas maka dlmohon klranya Majelis | Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara yang memerlksa dan mengadn sengketa ini agar

berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut: ;
1.

2. 'Menyatakan Batal Keputusan KPUD Kabupaten Bone Nomor 41/PL.03.2 -

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk: seluruhnya : i

Kpt/7308/KPL Kab/Il/2018 tanggal 20 Februari 2018 Tentang Penetapan

_ Hasil Verifi kasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

.Dalam Pemlllhan Bupatn dan Wakii Bupati Bone Tahun 2018
. Memerlntah Tergugat untuk Mencabut Obyek Sengketa tersebut:
4. Memerintahkan Tergugat untuk Menerbltkan Keputusan TentangPenetapan

Penggugatsebagai Pasangan Calon Peserla Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018:
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8. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha iNegara berpendapat

lain mohon putusan seadil-adilnya ( aquo et.Bone );

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah mengajukan
jawaban tanggal 12 Maret 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

TENTANG OBYEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa pada igugatan Penggugat
adalah Keputusan Komisi Pem|llhan Umum Kabupaten BoneNomor
:41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU.Kab/I1/2018 T entang Penetapan Hasil Verifikasi
DukunganPerbaikan Bakal Pasangan C§lon Perseorangan Dalam Pemilihan
Bupati dan W'akil Bupati Bon? Tahun |?018 sebagaln]ana diuraikan pada
halaman 3; - | '|
Bahwa berdasarkan ketentuanlpasal 1 axat (12) PeraturaTn Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun .201|6 dengan tegas dmyatakan bahwa :
“Objek Sengketa Tata Usaha Negara : Pemthhan adalah Keputusan KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota
tentang Penetapan pasangan Calon Gdbemur dan Calon Wakil éubernur
Calon Bupati dan Calon Walil Bupati atau Calon Wahkota dan Calon Wakil
Walikota”. |

Bahwa bedasarkan ketentuantersebut di atas, karena obyek sengketa bukan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone?tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, maka gugatgn Penggugat tidak
memenuhi syarat formi, sehingga sudah sepatutnya dan berdasar hukum
apabila gugatan Penggugatdinyatakan DITOLAK;

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

.. Bahwa Penggugat adalal, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
. Bone dari calon perseorangan, yang telah mendaftar kepada KPU

Kabupaten, Bone;
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan ;Mahkamah Agung
Republlk Indonesia No. 11 Tahun 20186, dlnyatakan bahwa

"'Penggugat merupakan pasangan Cdlon Gubernurg dan Calon Wakil

Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Oﬁalon Walikota dan
Calon Wakil. Walikota, ygng keb:eratan terhaddp Keputusan KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupa{eanota atau KIP Kabupaten/Kota
tentang Penetapan pasanganl Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,
- Calon Bupati dan Calon Wakll Bupati aiau Calon Waliketa dan Calon Wakll i
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Kemudian pada pasal 1 ayat (3) dinya ‘akan bahwa
“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati “atau Calon Walllfota dan Calor Wakil

Walikota adalah peserta Pem|l|han =|yang dlusulkan| oleh’ partai politik,

gabungan partal politik, atau perseorangan yang dldaftarkan atau mendaftar

di Komisi Pemilihan Umum Kabupateanota atau KIP Kabupaten/Kota”.
Baka] E 1

IR BT R e ——

Bahwa Penggugat adalah ba}kal pasar%gan calon persleorangan yang telah
mendaftarkan dirinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Bone, yang dinyatakan tidak memenuhi, syarat pencalonan,
maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) untuk
rmengajukan gugatan Sengketa Tata, Usaha Negera Pemilihan kepada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar |

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN. !

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturjan Mahkahan Agung
Republik Indonesia Nomor 11 Tahup 2016, dengan tegas dlnyatakan
bahwa: .

‘Pengajuan gugatan atas sengkei‘aI Tata Usaha Negara Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilakukan paling lama 3 (tiga) hari
setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas
Kabupaten/Kota.” | 5

Bahwa Putusan Panwas Kabupaten Bdne dibacakan p:!iada tanggal 1 Maret
2018, sedangkan gugatan Penggugati tertanggal 7 F.ebruarl 2018 yang
diterima di Pengadilan Tinggi Tata Usal|1a Negara Maka;ssar pada tanggal 5
Maret 2018 dan diperbaiki pada tangga 7 Maret 2018. Dengan mencermati
hal tesebut,- menunjukkan ketidak cermatan Penggugat karena tanggal
gugatan Penggugat lebih dahuiu darl Putusan Panwas Oleh karena
itu,sekalipun gugatan Penggugat didaftarkan dalam tenggang waktu 3 hari

kerja sejak putusan Panwas, .namun gugatan Penggugat dapat dinyatakan

1 .
cacat hukum. :

. TENTANG KEWENANGAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 11 Tahun

. 2016, dinyatakan bahwa:

‘Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ben‘ugas dan berwenang menerima,

memeriksa, mengadfﬂ memutus dan menyelesalkan sengketa tata usaha
negara pemilihan” )

; )
- Bahwajika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) dan ayat (12)



yang menyatakan: l

(11) Gugatan adalah upaya litigasi yang diajukan oleh!g Calon Gubernur dan
Calon Wakil Gubemur, Calon Bupali dan Calon% Wakil Bupati, Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota terhadap KF%U Provinsi/KIP Aceh
dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota akibat dikeluarkannya Keputusan
KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupatpn/Kota tentang
Penetapan pasangan Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubemur
Calon Bupati dan Calon Wakil quat: atau Calon Walikota dan Calon
Wakil Walikota;

(12) Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Keputusan KPU
Provinsi/KIP  Aceh atau KPqJ Kabupaten/ . Kota atau KIP
Kabupaten/Kota tentang Peneta;;an pasangan (i‘alon Gubernur dan
Calon Wakil Gubernur, Calon Bypatf dan Calon Wakil Bupati atau
Calon Walikota dan Calon Wakil V{ahkota”

Bahwa sekalipun seluruh upaya admlmstratlf dltlngkat‘“Panwas Kabupaten

Bone telah dalakukan oleh Penggugat sebagarmana dlsyaratkan oleh

ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 20186, namu]n karena obyek sengketa[gugatan Penggugat

adalah Keputusan Komisi P[t:amtllhan %AUmum Kabupalten Bone Nomor :

41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU.Kab/!1/2018 i‘entang Penetapan Hasil Verifikasi

Dukungan Perbaikan Bakal' Pasandan Calon Perseorangan Dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 yang hanya

merupakan salah satu proses untuk menetapkan pasangan calon Bupati

dan Wakil Bupati Bone,bukanKeputusan Komisi l Pemilihan Umum

Kabupaten Bone Nomor : 34/PL.03.2- Kpt/7308/KPU-Kab/Il/2018 Tentang

. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 tanggal 12 Februari

2017 .sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Inconesia

Nomor 11: Tahun 2016.0leh karena{itu, menurut Termohon gugatan

Penggugat BUKAN sengketa tata usaha negara pemilihan karena obyek
sengketanya bukan Keputuszan KomisilPemiIihan Umum Kabupten Bone
Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupatl dan Wakll Bupati Bone.Oleh

karena itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negar? Makassar, tidak
berwenang untuk memeriksa ;mengadili, ldan memutuspukara a quo;

V.- JAWABAN TERGUGAT TERHADAP POKOK POKOK SENGKETA




terhadap hal-hal yang dapat dxpandang secara tegas maupun diam-diam
diakui kebenarannya oleh Penggugatiserta tidak meruglkan kepentingan

hukum Tergugat; :
2. Bahwa pada proses tahapan pendaftaran Calon Bupati dan Calon \Wakil
Bupati Kabupaten Bone periode 2018 2023, ada dua pasangan yang
mendaftar ke Komisi Pemilihan UmumKabupaten Bone,ﬁyaknl
- Pasangan DR. H. Andi Fahsar Mahdm Padjalangi, M. S| dan 'Drs H. Ambo
Dalle, MM| yang dlcalonkan oleh Gabungan Parta:i Politik yaitu Partai
Golongan Karya, Partai Amanat Nasmnal Partai Demokrat Partai Keadilan
Sejahtera, Parta: PDI Perju'angan, Partal Persatuan Pembangunan Partai
Bulan Bmtang, Partai Kebanqkltan Bangsa, Partai Nasmnal Demokrat, Partai
Gerakan Indonesia Raya dan Parta| Hatl Nurani Rakyat; dan
- Pasangan dr. Rizalul Umar,i SpBMars Dan DR. H. Andn Mappamadeng
Dewang, M.Si (Bakal calon perseorangan); ;
3. BahwaKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bonea Nomor :
41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU.Kab/11/2018 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi
Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Pellseorangan Dalam
i h Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 201& yang menyatakan
a Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk ditetapkan sebagai
\ pasangan calon bupati dan calon wakil bupati pada pemlllhan bupati dan
wakil bupati Bone tahun 2018 dlterbltkan bukan untuk mempersulit
Penggugat, tetapi diputuskan setelah dilakukan seluruh proses verifikasi
terhadap dukungan Penggugat, dan dul{ungan Penggugat yang dinyatakan
Memenuhi Syarat (MS) hanya 24786 orang. 'Oleh karena itu,
dukunganPenggugat dinyatakan tidak memenuhl syaraﬁ minimal dukungan
calon perseorangan Kabupaten Bone yaftu 41.980 orang;
Adapun proses verifikasi dimaksud, d|'atur pada ketentuan Pasal 16 PKPU
Il . Nomor 3 Tahun 2016, sebagai berikut; - %

v “Verifikasi terhadap dokumen dukLngan Bakal
perseorangan terdiri atas: i?.

e ek

Pasangen Calon

a. Verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarann
. b. . Verifikasi admm:straSI dan r

e

c. Verifikasi actual" I ! :
4. Bahwa untuk menanggapl gugatan Penggugat, Termohon akan merugikan
secara keseluruhan proses yang dilakukan oleh pihak Tergugat terkait

-dengan dukungan Penggugat. f

R
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dokumen sy!arat dukungan 'calon pérseorangan Bakal Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati kepada KomIS| Pemlllhan Umum Kabupaten
Bone,berupa surat pernyataan dukungan yang dliampln dengan foto copy
KTP elekteronik atau sura] keterangan vang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil. - Berdasarkan Rekapntulasn jumlah
dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemi|iﬁan Bupati dan Wakil

Bupati terdapat 44.193dukungan dan tersebar di 27 Kecamatan (100%)
sesuai formullr model B.2-KWK Perseocrangan tertanggal 25 November

I
2017 dalam bentuk softcopy dan hardcopy Dengan dem|k|n jelas bahwa

jumlah dukungan yang diserahkan oleh Penggugat kepada Komisi

Pemilihagn Umum Kabupaten Bone BUKAN 41. 8805ebagalmana dalil
Penggugat pada halaman 7 poin 4.1. | | )
Bahwa terhadap dokurnen dukungan P?nggugat tersebut, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bone melakukan sebagai berikut:
1. Verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya

Bahwa verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya di lakukan

di hadapan Tim Penggugat dan Panwas Kabupaten|Bone. Berdasarkan

hasil verifikasi jumlah dukungan dan sebaran dukungan pasangan
tersebut sebagai berikut: ; i

i
i

- Jumlah dukungan sebanyak 45.;’568 orang dan’ tersebar di 100%
Kecamatan di Kabupaten Bone eitau sebanyak 27 Kecamatan, dan
jumiah foto copy KTF’ISurat Keterangan dari Dlnas|Kependudukah dan
Catatan . Sipil sebanyak |45 568 d'ln dinyatakan memenuhi syarat
jumlah minimal dan sebaran duxungan

I ‘
- Jumlah dukungan yang terdapat dplam softcopy sebanyak 44.116 dan

tersebar di 100% Kecatam'ltaanT Kecamatan, Jumlahnya berbeda
B dengan hardcopy; i
Hasil verifikasi ini diluangkan: dalam formuhr model BA.1-
'KWKPerseorangandan 1 rangkap diserahkan kepada

2. Verifikasi administrasi

Pengg ugat;

- Bahwa pada proses verifikasi administrasi d|lakukan penyesuaian
antara data hardcopy dengan data softcopy. !Dalam proses ini
ditemukan bahwa antara Softcopy dengan hérdcopy dukungan
- Penggugat tidak bersesuai. Hal ini disebabkan karena softeopy yang
diserahkan oleh Penggugat tldak disusun dengan menggunakan
format yang telah disediakan dan diunggah pada S |stefn;§.lniorn35gs_‘|__.
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i
2017 “Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus sesuai dengan

|

hardcopy. ..
- Bahwa terhadap ketidak ses ualan data antara soffcopy dan hardcopy

tersebut dibuatkan berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone Nomor 84éIPL-03.2-BA/7308/KPU-KabIXlI12017
tanggal 9 Desember 2017. Ketidak sesuaianini disadari dan diakui 6leh
Penggugat sehingga F’engguqat membuat surat. pernyataan di atas
materai tertanggal 10 Desember 2017, yang pada dasarkan
menyatakan bahwa “benar adal ketidak sesua!an antara softcopy

data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam

dengan hardcopy dan mareka | tidak rmampu penyesuaika'l data
tersebut ke dalam Silon karena- kemampuan tim ss%ngat terbatas”;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara’ HaSI| Verifikasi | ﬁdmm,strasr (formuli
Model BA2 KWK Perseorangan)‘ tanggal Delap:-ian Desember 2017,
dari total dukungan 45. 568 yang memenuhi syarat (MS) sebanyak
44.561 dukungan dan 1()07 dinyatakan tidak memenuh| syarat (TMS);
Kemudian berdasarkan Benta Acara hasil verifikasi dugaan kegandaan
dukungan (Model BA4‘ KWK Perseorangan) tanggal 8 Desember
2017, dari jumlah dukungan 44.561 hasil verllflkasr administrasi,
terdapat 445 dukungan yang ganda (TMS) sehingé;a 44,116 dukungan
yang dinyatakan memenuhi syarat(_MS); !

3. Verifikasi faktual l

Bahwa hasil venf‘ kasi administrasi dan verifikasi kegandaan dukungan *

o : Penggugat, ditindaklanjuti dengan verifikasi fahctual. Berdasarkan |

I . rekapitulasi hasil verifikai faktual tertanggal 29 Dc{asember 2017 dari

.E . _ _ 44.116 dukungan, yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) hanya 21.801

? K : dukungan.. Oleh karena itu, Penggugat masih kekurangan dukungan

T : ‘minimal sebanyak 41.980 (syarat rmnlmum) - 21.801(MS) = 20.179

‘. " ) | dukungan Sehingga untuk perbaikdn Penggugat berkewajiban untuk
'menambahkan dukungan sebanyak 2 x 20179 = 40,358
-dukunganberdasarkan Berita Acara Rapat Pleno, Nomor :02/PL-03.2-
'BA/7308/KPU- Kab/I/2018, tanggal 5 qulan Januarl 2018

Bahwa berdasarkan proses verifikasi tersebut di atas jumlah dukungan

yang dinyatakan tidak memenuhi syaratg bukan karena p!enankan dukungan
tetapi karena berbagal alaean Secara| terinci dapat cflhhat pada formulir

: model BA.1- KWK Perseoranqan BA.2- KWK Perseoranqan dan BA 4- KWK




penelitian faktual‘terhadap dukungan bakal pasangan, calon perseorangan
dalam pemilhan gubernur dan wakil Gubernurlbupatl dan wakil
bupatifwalikota dan wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara, bukan
bukti penarikan dukungan snbagalmanal: dalil Pengguga;{t

Bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten hasil vern" kasi faktual oleh
PPS di desa/kelurahan langgal 29 Desember 2017, dlhadm oleh Penggugat
sebagai bakal pasangan calon perseo]rangan dan menyatakan “menerima
hasil rekap tersebut dan akan segera memasukkan perbatkan dukungan
dalam jangka waktu yang dlﬁ‘?tapkan" 'I Semua proses iverifikasi disaksikan
oleh Tim/LO Penggugat dan P|aanS atau PPL; |

. Bahwa untuk perbaikan, Pengguga® menyerahkan dukungan berdasarkan
Model B2-KWK Perbaikan Perseorangan sebanyak 41. POS dukungan pada
tanggal 19 Januari 2018. Namun ternyata setelah dllakukan penghitungan
dalam verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya di hadapan
Tim/LO Penggugat dan Panwas Kabupaten Bone, dﬁlkungan Penggugat
hanya sebanyak 37.303 orang sesuai Berita Acara hasil verifikasi
pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan perbaikan dalam
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 22 Januari 2018(Model BA.1-
KWK Perseorangan Perbaikan);

Bahwa oleh karena persyaratan perbaike:m dukungan Penggugat minimal 2 x
20.179 = 40.358 dukungan.sedangkan% setelah dihitun:g hanya sebanyak
37.303 orangmaka dukungan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat

perbaikan, karena masih kurang sebanyak 3.055 dukunf;an (40.358-37.303
= 3.055 dukungan); 1
. Bahwa terhadap Berita Acara hasil venflﬁaSI pemenuhan;jumlah minimal dan
.sebaran dukungan perbaikan dalam pemrhhan Bupatndan Wakil Bupati,
tertanggal 22 Januari 2018 (Model BA.1- KWK Perseorangan
Perbalkan)tersebut di atas Penggugat mengajukan keberatan
denganmelaporkan kepada Planwas Kabupaten Bone dan rengajukan
permohonan agar diberi keserrpatan unituk memperbalkl syarat dukungan.
. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undano -Undang Nomor 10 Tahun 2016 | jo.
- PKPU Nomor 3.Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2015, kesempatan
untuk perbaikan berkas pencalonan hanya 1 kali setelah'dilakukan verifikasi
dan apabila masih ada yang belum lengkap, maka bakal pasangan calon
diberi kesempatan untuk memperbalkl persyaratan pencalonan paling lambat
3 hari sejak pemberitahuan hasit penelitian persyaratan pencalonannya

l
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9.

10.

11.

- |

akan tetapi jumlah dukungarkn! yang di‘}serahkan kepada Komisi Peniilihan
Umum pada masa perbaikan tldak cukup, maka dlnyatakan tidak memenuhi
syarat (TMS). Oleh karenanya menurut Tergugat, Putusan Panwas yang
mengabulkan permohonan Penggugat adalah tidak bqrdasar hukum.Akan
tetapi untuk mentaati putusan Panwas Kabupaterh Bone, sekalipun
kesempatan perbaikan sudah diberikan, Tergug'lt tetap memberi
kesempatan lagi kepada Penggugat untuk melakukan perbaikan sesuai
putusan Panwas tersebut, setelah Tergugat mendapat ;lJetunJuk dari Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia:

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Putusan Panwas Nomor
001/PS/PWSL.BNE.27.04/1/2018, daniatas petunjuk Komisi Pemilihan

Umum RI, Termohon menetapkan -jadwal penyerahan perbaikan syarat

dukungan, penelitian hasil perbaikan syarat dukungan dan penetapan bakal
. 2 .

pasangan calon perseorangan atas nama dr. Rizalul Urpar, Sp.B.Mars Dan

DR. H. Andi Mappamadeng Dewang,| MSlpasca putusan penyelesaian
sengketa pemilihan Bupati Dan Wakll Bupati Bone‘rTahun 2018 oleh
Panwaslu Kabupaten Bone; ii ’p
Bahwa berdasarkan rekapltulaSI jumtah dukungan! pasangan calon
perseorangan ‘dalam pemthhan Bupati dan Wakil Bupat: (Model B.2 KWK
Perbaitkan Perseorangan), Fengqugat menyerahkan dukungan sebanyak
4.957. Berdasarkan Berita Acara hasil! velarlflkasl pemenuhan jumiah minimal
dan sebaran dukungan pe,rbalkan dalam| pem|l|han Bupatl dan Wakil Bupati,
dukungan Penggugat sebanyak 4957 sehingga total* jumlah dukungan
sebanyak42.299 orang,Oleh karena itu, dukungan Penggugat dinyatakan
telah memenuhi syarat (MS) minimal dui%ungan. dan dapiat diteruskan untuk
dilakukan verifikasi administrasi; '

Bahwa ternyata data hardcopy dan soficopy tidak béarsesuai, sehingga
Tergugat membuatkan Berita Acara - Rapat Pleno Nomor 43/PL.03.2-
BAI?SOBIKPU'KabIIIIZO‘lB tentang ketidaksesuaian data softcopy yang

dtupload ke Silon dengan Hardcopy dokumen dukungan pasangan calon

_— perseorangan yang disetor ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone,

. tertanggal 8 Februan 2018. Seperti pada penyerahan dokumen dukungan

sebelumnya antard hardcopy dan softco,oy tidak bersesuai, dan data
softcopy dibuat dalam file biasa, yang seharusnya d|buat dalam system

informasi pencalonan (silon).Karena data softcopy Penggugat tidan sesuai
dengan hardcopy, maka verifikasi administrasi dan kegandaan. dl_laku}gan
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asli. Demikian pula dengan verif:kasi faktual, dilakukan dengan
menggunakan Model B.1-KWK pero:rangan yang asli. Keduanya atas

permintaan Penggugat berdasarkan SU(attanggaI 8 Februari 2018 dan surat
pernyataan tanggal 8 Februari 2018; :

Bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi secara r;nanual dan verifikasi
kegandaan. Berdasarkan Berita Acara ihasil verifi ka;si egandaan tanggal 9
Februari 2018, dari total dukungan 41 961 terdapah 4.698 data ganda

sehingga dukungan yang akan leFrlf'kaSI faktualill sebanyak 37.263

dukungan; | ” Y |
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peratiiran KPU Nomor 15

Tahun 2017 dinyatakan sebaoal benl.ut
“Berdasarkan hasil verifikasi admtmstrasr sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65, PPS melakukan vem‘“ kasi faiktual secara kolekt:f berkoordinasi

dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung
Bakal Pasangan Calon”.; |

Bahwa pada faktanya banyak tim/LO F"enggugat yang% mengundurkan diri
yang dapat dibuktikan dengan surat pengunduran diri, aida yang tidak dapat
dihubungi, dan ada yang diganti tanpa melaporkafn kepada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bcne. Dengan demikigem, jika pasangan
calon/timnya tidak mampu mengurnpulkan pendukungn;f/a untuk diveritikasi
faktual secara kolektif, maka verifikasi faktual tidak dapat:; dilaksanakan;

Bahwa dari total dukungan perbaikan, yang memenuhi syarat hahya 2.985
orang, sehingga total dukungan Pepggugat yang memenuhi syarat
sebanyak 21.801 dukungan (Model éA.?-KWK Perseorangan) + 2.985
(Model BA.7-KWK Perseorangan F;erbaikan) = i24.786 dukungan

berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasl faktual dan Berit Acara tertanggal

Sembilan Februari 2018; E

-

Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Komisi iPemlhhan Umum

4
. AKabupaten Bone Nomor : 41/°L.03.2- Kptl73081KPU Kabllll 2018 Tentang

12,

Penetapan HaS|I Verifikasi Dukungan Perbalkan Baka Pasangan Calon
Perseorangan Dalam Pemtllhap Bupati d|an Wakil Bupati Bone Tahun 2018;

Bahwa dalil Penggugat pada pom 4.4 tentang adanya PPS dan PPK yang
berkreasi sendiri menggunak m daftar - |namat sebagai !pembandmg yang
dibuat sendiri tanpa merujuk pada Model B1-KWK adaiah dalil yang tidak
benar karena PPS melakukan peng,nputan data L’lntLIk kepentingan

verifikasi falktual dan kepentingan Penggugatyang tidak menylapkan data,
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13.

14.

15.

sehingga sangat menyulltkdn pelaksana'\n verlfkail balk administrasi
maupun venF kasi faktual. Oleh karena itu, terhadap beberapa orang yang

dilaporkan oleh tim Penggugat ke Planwas Kabupafen Bone dihentikan
laporannya karena tidak cuku bukti;

t

I |
Bahwa proses verifikasi dllakukan secara berjenjang, szhingga tidak bisa di
maknai bahwa ketika dlnyatakan ¢sudah memenum syarat secara
administrasi kemudian sudah dlanggap telah memenuhn syarat dukungan

secara keseluruhan, Verifikasi admmlslram hanya salah satu dari rangkaian
proses verifikasi, sehingga jika pada saat venflkasi,l faktual kemudian
ditemukan oleh petugas verifikasi ada data ganda maka kegandaan tersebut
harus dinyatakan tidak memenuhi syarat. Apalagt proses verifikasi
kegandaan dilakukan secara manual karena Penggugat tidak menyiapkan
data softcopy yang bersesuai dengan hardcopy;

Bahwa Penggugat sangat keliru jika bserpendapat baﬁwa r'nunchlnya data
ganda sebagai akibat dari keceroboha;n petugas Kamisi Pemilihan Umum
yang melakukan verifikasi ulang terhadapobyek yang sama, Fetugas
verifikasi melakukan verifikasi terhadap dukungan yang diserahkan oleh
Penggugat.Karena Penggugat yang : memasukkan data ganda pada
dokumen dukungan, sehingga petugas: verifikasi menemukan data ganda.
Jika dukungan ganda tersebut tidak-; ditemukan! pa’ga tahap verifikasi
administrasi yang dilakukan secara mianual pasti akan ditemukan pada
tahap verifikasi faktual. Oleh karena itu, Ebukan kecerobghan Tergugat tetapi
karena kecerghonan Penggugat sendiri 1 yanq memasukkan dukungan ganda
dan tidak menyiapkan data ; softn.opy .yang bersesuai, dengan hardcopy.
Bahwa dari tiga kali Penggugat menyerahkan dokumen dukungan, sangat
jelas bahwa Penggugat trdak memenuhi syarat dukungan disebabkan
karena ketidaksiapan Penggugat dan Timnya, bukan karena ulah Tergugat;
Bahwa karena Penggugat tidak memenuhi persyaratat;w pencalonan yakni
tidak memenuhi syarat minimal dukungan calon perséorangan, sehingga
berdasar hukum untuk dinyatakan tidak memenuhi sya}at untuk ditetapkan

‘sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemlhhan Bupatidan
- Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2018; |
16.

|
Bahwa Putusan Panwas Nomor OOZIPSIPWSL BNE[27.04/11/2018 yang

menyatakan menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan adalah
bukti bahwa alasan Penggugat mengajukanpermohonan sengketa ke

- Panwas yang juga menjadi alasan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tlngg]




‘\

l

Berdasarkan uraian di atas, sudah sangat jelas bahwa Tergugat telah
melakukanseluruh proses verifikasi terhadap dukungan Penggugat berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. PKPU Nomor 3 Tahun

al
2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2017, bahkan atas dasar putusan panwas
Nomor001/PS/PWSL.BNE.27.04/1/2018 Penggugat telah d:Eberikan kesempatan
sampai 2 (dua) kali perbaikan, namun tetap tidak memenunhi syarat. Oleh karena
itu berdasar hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK;
PETITUM i
| !
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di ?tas mohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa, mengadllu dan memutus perkara a quo untuk
menjatuhkan Putusan sebagai berikut: . | ' b

IL
|

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi I’emlhhan Umum Nomor 41/PL.03.2-
Kpt/7308/KPU.Kab/1[/2018 Telntang Penetapan Hasil Verlf kasi Dukungan
Perbaikan Bakal Pasangan (!'Jalon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Bone T':\hurlI 2018 adalah sah dan berdasar hukum;

Apabila Majelis Hakim belpendapclt lain mohon putusan yang seadil-
adilnya(ex aequo et bono); |

L
[
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil guéatannya Penggugat
dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto cé;py surat-surat yang
telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslihya sehingga dapat
dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda P—1 sampai dengan P-
19 sebagai berikut ; 1
Bukti P-1 : Foto Copy Keputusan komisi pemlllhang umum Kab Bone
Nomor; 41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/il/2018 Tentang
Penetapan Hasil Verifikasi Dukungan Perbaikan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan
. :WakiI'Bupa'ti Bone Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018;
BuktiP-2 : Foto copy Betrita Acara Rapat Pleno KPUD KAB. BONE Nomor
:02/PL-03.2-BA/7308/KPU- KablllZO18 Tentang Perbaikan Hasil
Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Oalon Perseorangan
Dalam Pemilihan Bupati Dap Wakil Bupatt %one Tahun 2018, 5
Januari 2018; ” g

Bukti P-3 Foto Copy Benta Acara Hasn Verifikasi Fremenuhan Jumlah
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Bukti P-4

Bukti P-5
Bukti P-6
Bukti P-7
Bukti P-8
Bukti P-9

Bukti P-10
Bukti P-11
Bukti P-12

Bukti P-13

Bukti P-14

Bukti P-15

Bupati Dan Wakil Bupati, te\InggaI 8 Februar'j 2018;

Foto copy Berita Acara Hasil Verifikasi Ac'lministrasi Terhadap
Kesesuaian Data Pendulﬁ;ung Perbaikan | Dengan Pernyatan
Dukungan Perbaikan Dalf'm Pemilihan Eupati Dan  Wakil
Bupati, tanggal 9 Februari 2‘018 i ‘
Foto copy Benta Acara Hasn Verifikasi Dugaan Kegandaan
Dukungan Perbalkan Pasangan Calon Perseorangan Dalam
Pemilihan Bupati i')an Wakrl Bupati, tanggal{g Februari 2018;
Foto copy Rekapltula5| Du ungan Perba|kan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan Dalan] Pemilihan Bupatl Dan Wakil Bupati
Tingkat Kabupaten tanggali19 Februari 2018

Foto copy Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah
Minimal Dan Sebaran Dukqngan Dalam Pe':mlhhan Bupati Dan
Wakil Bupati tanggal 30 November 2017;

Foto Copy Rekapitulasi Dukungan Békasl Pasangan Calon
Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Tingkat Kabupaten, 29 Desember 2017: !
Foto Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah
Minimal Dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan
BupatiDan Wakil Bupati, 22 Januari 2018:

Foto copy Berita Acara Pa:nitia Pemungutan Suara(PPS), 14
Februari 2018; i

Foto copy Berita Acara Panitia Pemungutan Suara(PPS),
tanggal 13 Februari 2018; | |

Foto Copy Berita Acara Hasil Penelitian 'Faktual Terhadap
Dukungan Bakal Pasangan Calon Per‘seorangan Dalam
Pemilihan Bupati Dan Wakll Bupati Oleh Panltla ‘Pemungutan
Suara Kelurahan Watampone tanggal 25 Desember 2017,

Foto Copy Rekapitulasi Dukungan Bakal& Pasangan Calon
Perseorangan DaJ;m Pemqlhan Bupati Dan Wakil Bupati di
Tlngkat Kecamatan tanggal 27 Desember 2017

L Foto Copy RekapltuIaSI Dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di
Tingkat Kecamatan, 26 Desember 2017; i

| .
Foto Copy Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangar Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil.:Bupati Di
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+ Bukti P-16
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Bukti P-17

Bukti P-18

Bukti P-19

Bukti P-20

Bukti P-21
Bukti P-22
Bukti P23
Bukti P-24
Bukti P-25

Bukti P-26
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Foto Copy Berita Acara Hasﬂ Vermkasu Dugaan Kegandaan
Dukungan Pasangan Calon Persnorangan Dalam Pemﬂlhan
Gubernur Dan Wakil Gubemnur IBupatl Dan Wail Bupat:I\Nallkota
Dan Wakil Walikota (MODEL BA.4-KWK !?ERSEORANGAN)

Foto Copy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap'

Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan ,Dalam
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan' Wakil
Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota *Oleh Panitia Pemungutan
Suara(MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN );
Foto copy Putusan PANWASLU Kalqupaten Bone ll\!omor:
001/PS/PWSL.BNE.27.04/1/2018, tanggai 4 Februari 2018,

Foto Copy Lembar Kerja Hasil Verifi kasu Faktual Dukungan
Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemlhhan Bupati Dan
Wakil Bupati Tahun 2018, tanggal 13 De?ember 2017, ;

Berita Acara PPS Desa Manciri, tanggal (14 Februari 2018;
Berita Acara PPS Desa Telle'e, tanggal 13 Februari 2018,

Berita Acara PPS Desa Lebba'e, tanggal 13 Februari 2018
Berita Acara PPS Desa Labissa, tanggat 14 Februari 2018
Berita Acara PPS Desa Opo, tanggal 14 Februan 2018, i

Berita Acara PPS Kelurahan Pompanua tanggal 13 Februari
2018; I* i |
CD Rekaman Suara Ketua KP'UD Kab. Bone;

¥

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertuhs Penggugat juga
telah mengajukan (delapan) orang saksi yang teiah didengar keterangan

. dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai, berikut:
' . Saksi | dari Penggugat bernama DARWIS, menerangkan dipers%idangan

sebagal benkut :

- Bahwa saksn adalah bekerja sebagai Low OfflcerlPenghubung Bapas!on di
S Desa Pattiro; -

'[

- Bahwa benar saksi |kut hadir bersama tiga orang.anggota PPS Kel Pattiro

untuk melakukan Ven’r“ kasi faktual ternadap warga penquung Bakal

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama dr. Rizalul Umar dan

Dr. A. Mappamadeng Dewang;

-

. Bahwa saksi mengatakan dua kali mengikuti keglatan verifikasi faktual

~ yaitu tahap pertama dan tahap kedua;

- Bahwa saksi melihat petugas PPS Desa Paltiro menggunakan daftar nah'\a»g
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pertama bulan Desember 2017 kemkali pakai lagi dalam pelaksanaan
verifikasi tahap kedua sehingga terjadi kegandaan nama pendukung;

- - Bahwa saksi sempat mengajukan keberatan kepada PPS vyang i
bersangkutan, namun tidak dihiraukan;

- Saksi Il dari Penggugat bernama BAHAR menerangkan d1per51dangan :

sebagai berikut: . !

- Bahwa saksi adalah LO/Penghuburg Paslon yang bertugas di Desa i

Cege; '

P e X AT
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3

- Bahwa saksi melihat daftar nama-nama lembaran kerja petugas PPS
Cege yang pernah digunakan sebagai alat kerja verifikasi faktual pada
tahap pertama kemball digunakan pada tahap kedua venfnkas; faktual !

- Bahwa saksi mengaku diperlihatkan oleh petugas PPS Cege daftar

T P

nama-nama warga yang ganda 1tu sudah‘ pernah dlpakal dalam
verifikasi faktual tahap kedua perb'allkan ‘E

Bahwa saksi mengaku pernah mempertanyak'an nama nama ganda
tersebut tapi tidak mendapat tanggapan dari petugas PPS setempat
- Saksi Il dari Penggugat bernama MARHAM, menerangkan dlperstdangan
sebagai berikut: _ |
- Bahwa saksi adalah sebagai Low OfficerlPénghubung Bap;aslon di
i

Kelurahan Macanang; §

- Bahwa saksi menerangkan hanya 10 orang warga Macanaﬁng yang
diundang PPS setempat untuk menghadiri pelaksanaan verifikasi faktual.

Namun, hanya 6 orang saja yang hadir; ‘
- Bahwa saksi mengatakan 4 orang warga yang tidak hadir itu tidak
. diundang kembali dan saksi sebagai LO Paslon mengaku tidak diminta
petugas PPS untuk menghadirkan kembali warga-’tersebut;
. .-~ Bahwa saksi melihat petugas PPS Macanang kurang peduli dengan

: ketidakhadiran warga pendukung Paslon;

|
| - - Saksi |V dari. Penggugat bernama SUNARTI menerangkan dlper5|dangan

sebagai berikut: 'L
- Bahwa saksi adalah LO/Penghubung Paslon yang bertugas dl Desa Bulu-
Buly; E!

- Bahwa saksi mcngaku pernah ikut bersama petugas PPS Bulu- B!ulu untuk

o _ melakukan verifikasi faktual kepada warga pendukung Paslon; |

'~ Bahwa saksi mengaku menyaksikan !endm banyak nama-nama warga
: :

pendukung Pasangan Calon yang ganda tercatat dalam daftar lembaran

kerja yang digunakan petugas PPS BulhI-Bulu;

i '
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verifikasi faktual oleh petugas PPS setempat; " :

FRAE

- Bahwa saksi mengaku tahu penyebab kegandaanlnama nama per]dukung

disebabkan oleh daﬂar,lembar kerja petugas PPu yang sudah pakai

|
verifikasi pada tahap pertama dxgunakan kembali untuk melakukan

verifikasi faktual tahap kedua perbaikan; ; ; ;?
Saksi V dari Penggugat bernama NURALNI menerdngkan dlperS|dangan
sehagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah LO/Penghubung P'asangan calon Umar-
Madeng yang bertugas di Desa Tungke Kecamantan Bengo;

|
- Bahwa saksi mengaku selalu ikut dihadir oleh petugas PPS Tungke dalam

pelaksanaan kegiatan Pilkada Bone sejak dimuléinya pendaftarap calon
pemilih (pantarlih) sampai dengan kegiatan verifikasi faktual padq warga
calon pemilih;

- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat daftar nama-nama warga Desa

. Tungke yang digunakan oleh petugas PPS untuk melakukart verifikasi

faktual pada tahap pertama digunakan lagi pada tahap kedua verifikasi
factual; !

- Bahwa saksi mengatakan melihat langsung 2 (dua)lnama warga yang telah

meninggal dunia itu masih terdapat dalam daftar pemilih yang ;dipakai
petugas PPS; '

- Bahwa saksi kenal baik dengan 2 (dua)nama wargl’:\ yang telah meninggal
itu karena masih kerabat dekat saksi; | :

- Bahwa saksi pernah meminta kepada petugas PPS agar mencoretj nama-
. hama warga yang meninggal dan masih terdaftar dalam DPT;

'..Sak3| VI dari Penggugat bernama l'AMAR i JAYA menerangkan

dlpersrdangan sebagai berikut: . i 1

. - Bahwa benar saksi adalah anggotaEtlm pasangan calon sebagai

- Koordinator Kecamatan Ajangale; y

, !
- 'Bahwa saksi mengatakan ikut hadir bersama anggota PPS untuk

. persiapan ve'rllfikasi faktual péda 14 Desa dl Kecamatan Ajangale;

-~ Bahwa Sakm mellhat sendiri tidak ada petugas PPS yang melakukan

'verifikasi di Desa Pompanua Desa Welado dan Leppangeng; {

P ‘Bahwa saksi mengaku menandatangant berita acara kunjungan dan

pemantauan di 14 kantor Desa dalam Kecamatan A]angale untuk rencana
verifikasi faktual kepada warga pendukung; .

- Bahwa saksi mengakui menerima daftar nama nama warga dalam'bentuk

|
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yang akan dipakai sebagai alat kerja,

‘.

- Bahwa saksi tidak melihat ada warga dan petugds PPS yang hadlr saat

berada di kantor Desa;

- Bahwa saksi mengaku tidak tahu menahu batalny? pelaksanaan verifikasi

faktual dan tidak pula diberikan penyampaian oleh petugas PPS;
Saksi VI! dari Penggugat bernama MULYADI memberikan keterangan di

i

persidangan sebagai berikut:

i
Bahwa saksi adalah sebagai calon pemilih;

|
Bahwa benar saksi adalah warga Desa Labbulu d:ian calon pemilih tetap di

! i

Bahwa saksi mengaku pernah dihadirkan di Kantor Desa Labbulu untuk
' |

diverifikasi namanya oleh petugas PPS setempat i

Bone:

Bahwa saksi mengaku sempat menanyakdn kepada petuga!s PPS

mengenai namanya yang ganda sebanyak & kali tetapi ttdak duelaskan
oleh petugas PPS yang bersangkutan; |‘ : f:

| -

Bahwa saksi mengaku memberikan surat dukungan hanya satu kali

kepada Paslon dan pernyataan dukungan itu dlantar langsung ke Posko

Pemenangan Paslon BupatifiVakil Bupatl !

Saksi VIl dari Penggugat bernama ANDI HlLYA JATMIKA SAFITRI
memberikan keterangan di persidangan sebaga| benkut

Bahwa benar saksi adalah tim utama pasangan 'calon yang ber?ugas di
Kantor KPU Bone; |

]
I

~Bahwa saksi mengaku ditugaskan oleh pasangan ca!on untuk

" ‘menyerahkan berkas dukungan dalam bentuk hardCOpy dan softcopy

masing masing sebanyak 44,193 data dukungan;

Bahwa saksi mengaku selalu ikut serta menyusun berkaé—berkas

;dukun_gah yang telah diterima petugas/staf KPUD Bone;

Bahwa saksi melihat banyak sekali berkas-berkas dukungan pasangan

. calon yang berantakan dan berhamburan di lantai kantor KPUD Bone;

Bahwa saksi juga _rrjelihat'banyak sekali berkas dukungan Paslon dari
Kecamatan lain ikut bercampur aduk dengan berkas lain;

Bahwa saksi mengafakan sudah mensortir blerkas-berkas dukungan

, ‘sebelum diserahkan kepadd KPUD; i_

Bahwa saksi mengakul kegandaan. berkas dukungan hanya berjumlah

' sedikit, tidak lebih dari seratus berkas; | i !

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dal|||I bantahannya Tergugat
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‘ |
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat

dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-
20 sebagai berikut : '

Bukti T-1

Bukti T-2

Bukti T-3

Foto copy Keputusan KPU Kabupatnn Bone No[nor
34/PL.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/11/2018 : Tentang lPaﬁangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebaga1 Peserta Pemlhhan

Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 tanggal 12 F?bruarl
2018;

. I
Foto copy Rekapitulasi Jumlah dukungan pasangan[calon

perseorangan dalam pemilihan Bupa'n dan Wakil Bupati, tanggal

25 November 2017 Model B.2- KPNK PersForangan l|

Lampiran :

- Tanda Bukti penerimaan , dokumen syarat duk;ungah
pasangan calon perseorangan (Model FB.TT.PD-KWK
Perseorangan) dari Pasangar? calon; . ’;

- Tanda Bukti Penerima dokumen syarat dukungan pasangan
calon perseorangan dari KPU Kabupaten Bone;

a. Foto copy Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan iumlah
Minimal Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan 'Bupati
Dan Wakil Bupati, Tanggal 30 November 2018 (Model BA.1-
KWK Perseorangan);

Foto Copy Lampiran Bukti Tanda Terima Berita Acara Hasil
Verifikasi Jumlah Minimal Dan Sebaran‘ Dukungan; |

b. Foto Copy Berita Acara Hasil Venf'kas: AdmmlstraSI

Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Pemyataan
Dukungan Dala Pemilihan Bupatl Dan Wakil Er}upatl,
Tertanggal 8 Desember 2017 . (Model BA.é-KWK

Perseorangan); | Z

Foto Copy Lampzran Bukti Tanda Terlmd Berita Acara hasil

verifikasi adn'unlstra5| * ,*,

c. Foto Copy Berita Acara Hasﬂ Verifi kaSl Dugaan Kegandaan
Dukungan Bakal Pasangan Calon .Per eorangan Dalam
Pemilihan Bupati Dan Wa}(ll Bupal.'r (Model BA.4-KWK

' !

Perseorangan); ! ‘ |
FotoCopy Lampiran Bukti Tanda Ter:ima Berita Ac_:a}_r__é__vhasil
verifikasi dugaan kegandaan; A
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* .. BuktiT-4

Bukti T-5

Bukti T-6

Bukti T-7

Bukti T-8

' Bukfi T-9

Desember 2§01 7, g :

- Foto Copy Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 84alF’lL 03.
BAIT308/KPU KabIXII12017ITentang Ketldak sesualan data
softcopy yang diupload ke Stlon dengan hardcopy dokurnen
dukungan pasangan calon perseorangah yang dlsetor ke
KPU Kabupaten Bone, tertanggal 9 Desember 2017; ,

- Foto Copy  Surat pernyataan Bakal Pasangan , Calon
Perseorangan, tertanggal 10 Desember 2017, ,

Foto copy Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan’Calon
Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil 'Bupatl

Tingkat Kabupaten, Tanggal 29 Desember 2017 (Model BA.7-
KWK Persecrangan );

Foto copy Putusan Panwas Kabupaten Bone Nornc')r
001/PS/PWSL.BNE.27, 04II12018 tanggal 4 Februari 2018

Foto copy Berita Acara’ Rapat Pleno ;Nomor : 02/PL-03.2-
BA/7308/KPU-Kab/1/2018 Tentang Perbcukan hasil rekapitulasi

dukungan bakal Pasangan calon perseorangan tanggdl 5
Januari 2018; "! |

r,
Foto copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan“Calon
Perseorangan Dalam Pemilihan Bupatl dan Wakil Bupﬂtl

tanggal 19 .IJanuarl 2018 (Model I82 KWK Perbalkani
Perseorangan); ¥ ;[- :

Foto copy Berita Acara Hasdl VerlflkaSI Pemenuhan Jumiah
Minimal Dan Sebaran Dukunggn Perbdlkan Dalam Pemlhhan

Bupati Dan Wakil Bupati Tangg 122 Janularl 2018 ( Model BA.1-

KWK Perseorangan Perbaikan );

Lampiran : RekapltuIaSI hasil penghitungan permenuhan Jumlah

- -'mlnlmal dan sebaran dukungan perbaikan dalam pemlllhan

Bukti T-10

'Bupatt dan. Wakil Bupati ; '
: - Foto copy Keputusan KPU Kab. Bone Nomor : 33/HK.03.1-

KpU?SOB/KPU-KabIIIIZO18 Tentang Jadwal Penyérahan
Perbaikan Syarat Dukungan Penelitan Hasil Perbalkan
' Syarat Dukungan dan Penetapan Bakal Pasangan LCalon
-Perseorangan A_tas nama Pasangan dr. Rizalul Umar,
Sp.B,Mars Dan DR. H. Andi Mappamadeng Dewang, M.Si
Pasca Putusan Penyelesalan Sengketai Pemilihan Bupati dqn
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Bone, tangg;[ 10 Februari 20H18 I ;
- Foto copy Berita Acara Rapat Pleno: Nomor : 44/Pﬁ-03 2-
BA/7308/KPU-Kab/11/2018 Tentang ! | Jadwal Penyerahan f
" Perbaikan Syarat Dukungan Penelgtlan Hasil Perbaikan ;s
Syarat Dukungan dan Penetapan Bakal Pasangan |Calon
Perseorangan Atas nama dr. Rizalull Umar, Sp.B,MARS -
DR. H. A. Mappamadeng Dewang, M.Si Pasca Puytusan
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil 'BUpati
Bone Tahun 2018 Oleh Panwas Kabupaten Bone tanggal 10
Februari 2018; }
- Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum RI, Némor:
137/P1.03.2-SD/06/KPU/11/2018, Periha| Tahapan Pencélonan
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018, ‘

Tanggal 9 Februari 2018; |

BuktiT-11 . Foto copy Rekapitulasi Jumlah Dukurgl.]an Pasanga;n Calon
Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,

tanggal 7 Januari 2013 (Model iB.2-KWK Perl‘)aikan
Perseorangan); 1

i
fs

BuktiT-12 : a. Foto copy Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah
Minimal Dan Sebaran Dukungan Perbalukan Dalam Perg1hhan='
Bupati Dan Wakil Bupati, Tanggal 8 Februarl 2018 (Model
BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan); | {
Lampiran : Bukti Tanda Tenma Berlta|Acara Hasil Verifikasi

Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Perbaikan;
b. Foto copy Berita Acara Hasil Venﬂkasu Administrasi Terhadap
C .' Kesesuaian Data Pendukung‘Perbaikan Dengan Pernyataan
. Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan =Wakil

Bupatl Tanggal 9 Februari 2018 ( Model BA%KWK
Perseorangan Perbaikan )

1

R By T

|
Lampiran .Tanda terima Berita Acara Hasil verifikas

Adm|n1stra3| terhadap kesesuaian data pendiukung
' perbalkan : - |
c. Foto copy Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan
Dukungan Perbaikan Pasangan Calon, Perseorangan Dalam
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Tafnggal 9 Februari 2018

R E A R N . B N H T R O B OB




Bukti T-13 " i~

Bukti T-14

Bukti T-15

i
% i
|

Lampiran :Tanda terima BA.4-KWK Perseo}angan Perbaikan;

. Foto copy Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 43/P1.-03.2-

BA/7308/KPU-Kab/Il/2018 Tentang Ketidak Sesuaian Data
Soft copy Yang Diaupload Ke Silon Dengan Hérdcopy

Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Yang °
'

Disetor Ke KPU Kabupaten Bone, Tanggal 8 Februari 2018;
Foto copy Surat dari pasangan dr. R!isalul Umar, Sp.B,Mars
dan Dr. H. Andi Mappamadeng Dewang, M. Si; itentang
penggunaan Model B1-KWK Perseorangan asli daan
verifikasi Administrasi dan faktual, tanggal 8 Februari 2.01 8,
Foto copy Surat Pernyataan dari pasangan dr. Rysalul Umar,
Sp.B,Mars dan Dr, H, Andi Mappamddeng Dewan M.Si
tentang penggunaan Model B1 -KWK Perseorangan a§ll daan

verifikasi Administrasi dam faktual, !tertanggal 8 Februarl
2018; : ) !

3
H

Foto copy Surat Pernyata,an A. Candra Waru Ketua Tim
Pasangan Calon tentang kellala|an daﬁam sortir berkas;,

Foto copy Surat Kuasa, tanggal 6 Februari 2018,

Foto copy Berita Acara Nomor : 48!PL.03.2—BAI?3QBIKPU-
BN/I1/2018 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dlilkungan
Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan@ Dalam
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018,
tanggal 19 Februari 2018; L

Foto copy Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan

Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Tingkat Kabupaten, tanggal 19 Februari 2018 ( Model

BA-7 KWK Perseorangan Perbaikan )
Foto copy Tanda terima Model BA-7 KWK Perseorangan

Perbhaikan, tanggal 16 Februari 2018;,

Foto copy Keputusan Komisi Pemilﬂihan Umum Kabupaten

Bone Nomor : 41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/11/2018 Tentang

-Penetapan Hasil Verifikasi Dukungan Perbalkan Bakal

Pasangan Calon Perseorangan DalaFFn Pemilihan Bu ati dan
Wakil Bupaﬁ Bone Tahur: 2018, tanggal 20 Februari 2018,;

Foto copy Bukti Tanda Terima Keplutusan KPU Kalb Bone
41/PL.03. 2 Kpt/7308/KPU- Kablll!2018 tanggal 20 Februarl
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Bukti T-16

Bukti T-17

Bukti T-18

Bukti T-19

Bukti T-20

Bukti T-21

Bukti T-22

Bukti T-23

i
|
! |
Pemberitahuan tentang status Laporan‘dari Panwas Kabupaten

Bone;
Foto copy Putusan Panitia Pengawas Pc-zmlllhamq Umum
Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Ata Permohonan Sengketa

Nomor Register : 002/PS/PWSL.BNE, F? .04/11/2018, tanggal 1
Maret 2018; | ; ‘i i

Foto copy Surat pernyataan LO (LlalsoP officer) Pada Verifikasi
Dukungan Perball- an Bakal Pasangan Calon Perseorangan
Bupati Dan Wakil Bupati Bone Tahun 2?18 !

Foto copy Berita Acara Modpl BA.7-KWK Perseorangan, Berita
Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan, Calon
Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati, Dan Wakil Bup:?lti Bone
Tahun 2018 Di Tingkat Kabupaten Bone, tanggal 29 D(:asember
2017; \

Foto copy Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan
Perbaikan, Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan

Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Waklil'Bupati
Bone Tahun 2018 Di Tingkat Kabupaten:

Foto copy Pengumumar. Nomor : 86/PP.05.3-Pu/7308/KPU-

Kab/X/2017 Tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan Dalan'r Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Bone Tahun 2018, tanggal, 9 November 2017;

Foto copy Salinan Peraturan Komisi Pe'milihan Umum Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemlllhan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupatl dan Wakll Bupat|
Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, tanggal 8 Juni 2 17;

Foto copy Salinan Peraturan Komisi Pemllthan Umum Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun' 2017 Tentang Perubahan Atas

' Peraturan Komisi Pemilhan;.Umum Nomor 3 Tahun 2017

Tentang Pencalonan Pemlllhan Gubernur Dan Wakil Gubernur

|
Bupati dan Wakil Bupati, DcmlAtau Walikota Dan Wakil
Wallkota tanggal 7 November 2017

Melmbang, batwa selain mengajukan bukti tertulls Tergugat juga telah
mengajukan saksi sebanyak. 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama RITA
FEBRIYANT!, ELVANDI dan ANDI SELD! MAPPASALA yang telah dldengar

. keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya membenkan keterangan

ceoaharmal hariles i$

1
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~ - Saksi | dari Tergugat bernama RITA FEBRIYANTI, menerangkan
dipersidangan sebagai berikut: ! :

- Bahwa saksi adalah Staf KPU yang dltugaskan! menerima berk;as-berkas

dukungan Bapaslon; ;
- Bahwa saksi mengaku dan melihat data dukungan Paslc;Jn sudah

memenuhi syarat perbaikan sebanyak 41.903 dukungan;
- Bahwa saksi mengakui data-data cukungan Paslon setelah memenuhn
syarat akan dilakukan verifikasi faktual;

- Saksi Il dari Tergugat bernama ELVANDI, menerangkan dipérsidangan
™ sebagai berikut; ‘

1
]

- Bahwa benar saksi adalah saksi adalah Ketua PiI'DK Kecamatan Ajangale;

- Bahwa menerangkan mengikuti rencana verlflkaS| factual diseluruh desa

dalam Kecamatan Ajangale; 1 |
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan pelaksanaan verifikasi factual

di 14 desa, hanya satu desa yang terlaksana dan 13 desa {ainnya tidak
dilakukan verifikasi factual; t

} f .
- Bahwa saksi mengakui mengenal dekat dengan korcam Aja’pgale tim

!
paslon bernama Tamar Jaya; }?

- Bahwa saksi mengakui sering berkordinasi d;:engan korcam tim paslon
bernama Tamar Jaya; ’ $ E '_

- Bahwa saksi membenarkan dan meiﬁgakui béhwa petugas PPS Desa
Talle menggunakan daftar nama-nama pendukung yang d|tuI|s tangan

untuk digunakan sebagai alat bantu kerja petugas PPS yang
bersangkutan; !

.- -Saksi Il dari Tergugat bernama ANDI SELDI MAPPASAL, menerangkan
dlperSIdangan sebagai berikut; f
- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tanete Riattang Barat;

- Bahwa saksi mengakui data-data yang diguna'an petugas PPS sebagian
ada nama-nama yang ganda;

- Bahwa saksi membenarkan pelaksanaan verifikasi factual tahap kedua di
Kelurahan Macanang hanya dihadiri 6 orang pendukung paslon;' |

- -Bahwa sak5| membenarkan hasil verifikasi factual hanya 5 orang yang
memenuhi syarat dan 1 orang tidak memenuhi qyarat

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik p:hak Penggugat maupun
pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan mas1ng~masmg tertangg_al 23
+ - Maret 2018 yang pada pokoknya masing-masing tetap;) pada pendirianlnya ;




kepada berita acara persidangan dalam perkaraéyang bersangkutan dar
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan

dan pengadilan mengambil putusan dengan pertirt'nbangan hukum sebagai
berikut; | |

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM '

Menimbang bahwa Penggugat telah me;ngajukan gug.'%itah dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi I‘atz\ Usaha NegaraL Makasar
pada tanggal 05 Maret 2018 dengan dalil- dahl gugatan sebagaxmana‘ diuraikan
dalam duduk perkara putusan ini; f i !

Menimbang bahwa maksud dan tLuuan gugatan Penggugat tersebut
adalah memohon ke Pengadilan Tinggi Tzflta Usaha Negara Makassar agar
menyatakan batal atau dinyatakan tidak sl:ah Keputusan Tergugat, (KOMISI
PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN BONE) ,Nomor

41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/Il/2018 tanggal 20 Februan 2018, Tentang

Penetapan Hasil Verifikasi Dukungan Perbaikan - Bakal Pasang.le\n Calon
Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Terguéat telah

mengajukan jawabannya tertanggal 12 Maret 2018, dengan daIiI-daI@l jawaban
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara: |
Menimbang bahwa setelah mencermati jawaban tergugat. tersebut,
ternyata dalam uralan jawabannya terkandung eksepsi mengenai ke\[_rvenangan
pengadilan sebagaimana diuraikan dalam surat jawabannya pada hadlaman 3
a;r_lgka IV dengan dalil sebagai berikut: |

"Bahwa sekaljpun seluruh upaya administratif cfllitmgkat Panwas Kabupaten
Bone , telah dilakukan oleh Penggugat, sebagaimana df'syarétkan oleh
ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perma Normor 11 Tlahun 2016, narﬁun karena
obyek sengketa gugatan Penggugat adalah Keputusan Kom:sr Pemlllhan
-Umum . Kabupaten Bone Nomur : 41/PL.03.2-
Kpt/7308/KPU Kab/I1/2018 Tentang Penetapan Hasil Venf kasi
Dukungan Perbalkgn Bakal Pasanl-rgan Cal n Perseorangan Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone ||Tahun 2018, yang hanyva
merupakan salah satu. proses untuk menetapkanl pasangan calon h?upat; dan
Wakil Bupatl Bone, BUdeIV Keputusan KPU I{abupaten Bone Nomor.:
34/PL.03. 2-Kpt/7308/KPU—Kab/ 1/2018 ! Tentang Penetapan

Pasangan Calon Bupat! dan Wakil Bupati Sebagal Peserta"
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Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone!f‘ Tahun 2018 tErnggaI 12
Februari 2018, sehmgga dengan demlkian gugatan Penggugat tidak
memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1 ) Perma Nomor 11 Tahun '2016. Oleh
karena itu, menurut Termohon gugag?n Penggugat BUKAN se}wgketa lata
usaha negara pemilihan karena obyejk sengketanya bukan Kepfltusan KPU
Kabupten Bone Tentang Penetapan Pasangan Ca/on Bupali dan Wak// Bupati
Bone. Oleh karena itu, Pengadilan Ti Tngg/ Tata Usaha Negara Makassar, tidak
berwenang untuk memeriksa, mengadil, dan memutus perkara a !quo “
Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa
dan mengadili sengketa tata usaha negara pemiliha'n ditentukan dailam Pasal
154 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-'Undang Nomor 1 Tahun 20 14 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang undang (selanjutny@

penyebutan Undang-undang ini disingkat menjadi UUENo. 10 Tahun 2016). Oleh
karena itu untuk menentukan apakah Pengadilan finggi Tata Usaha Negara
Makassar berwenang untuk memeriksa dan rnem:utus sengketa ini, maka
permasalahan hukum yang perlu dlpertlmbangkan terlebih dahulu adalah
“Apakah sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara pemnhhan
Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Pe:raturan Mahkan"ah Agung
Rl Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Per;gyelesaian éeng_keta Tata
Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggarﬁan Administrasi |Pemilihan

(selanjutnya penyebutannya disingkat menjadi P:;ERMA No. 11 tahun 2016)
menyatakan X X |

|
‘Sengketa Tata Usaha Negara Pemrhhan adalah sengketa yang timbul
dalam. bidang fata usaha negara pe;prhhan antara Calon Gubemur dan
‘Calon Wakil Gubernur atau Calon L-‘Jlupati dan Calon Wakil Bupati atau
Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Kepufusan
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang ,t!nenetapan
pasangan Calon G_ub_emur dan Calon Wakil Gubernur, Calon éupati dan

- Calon Wékil Bupati étau Calon Walikota dan Calon Wakil Waﬁkdta”'

‘Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 'mgka 4 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 yang dimaksud “Calon Wakil Gubernur atau Calon
Bupatl dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Wahkota"

" adalah calon yang mendaftar atau didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau




KPU/KIP Kabupaten/Kota. Dengan demikian suatu;sengketa tata ui'saha negara

pemilihan haruslah memenuhi syarat atau unsur =eéara kumulatif yaitU'

1. Penggugat adalah Calon Gubernur dan Calon Wakll Gubernur: atau Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota yang telah mendaftar atau dldaftarkan di KPU ProvmsuKIP Aceh
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota ' _ ,

2. Tergugat adalah KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
yang mengeluarkan Keputusan tentang peneta:\pan Calon Gubernur dan
Calon Waxil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagai peserta pemilihan; |

3. Obyek sengketa adalah Keputusan tentang penelftapan Calon Gubernur dan
Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan C}Ion Wakil Bupah atau Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagai peserta pemtllhan gi

Menimbang, bahwa setelah mencermati ura|an gugatanl}Penggugat
maupun Jawaban Tergugat serta keteraqgan sak°1 saksi yang-diajukan’ para
pihak dipersidangan dltemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah
mendaftar di KPU kabupaten Bone padzla tanggal ;10 Januari 2018 dari jalur
perorangan sehingga Para Penggugat adalar Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati Kabupaten Bone sehingga mempnum unsur sebagai plhak dalam
sengketa tata usaha negara pemilihan yakni selaku F?enggugat,

Menimbang bahwa selain terpenuhinya unsur sebagai pihal{ penggugat
dalam sengketa tata usaha Negara pemilihan, perlu dipertlmbanglltan apakah
obyek sengketa yang dimohon dibatalkan adalah Keputusar'r Tergugat
'mengenai penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilihan; |

Menimbang bahwa setelah mencarmati obyek sengketa yang digugat
Penggugat dalam sengketa ini ternyata obyek sengketa yang dlmohon untuk
dibatalkan adalah Keputusan KPU Kabupaten Bone Nomor : 41/PL.03.2-
" - Kpt/7308/KPU-Kab/11/2018 tanggal 20 Febhruari 2018 Tentang Penetapan Hasil
Verifikasi Dukungan Perbalkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam
| _ Pemilihan Bupat| Dan Wakil Bupatl Bone Tahun 20 18 (Bukti P- 10), dan bukan
Keputusan KPU Kabupaten Bone tentang penetapan Calon Bupatl dan Calon

- Wakll Bupati Kabupaten Bone sebagaimana dlmaksud Pasal § (1) PERMA Mo,

11 Tahun 2016, oleh karena itu obyek sengketa yan'g digugat Pencgugat tidak
' meme_nuhl syarat sebagai obyek sengketa dalam salengketa tata, us%aha negara
pemilihan; - " ]'

Menimbang bahwa suatu sengketa untuk dapat diperiksa dai;;i diputus di
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- tidak diterima;

obyek sengketa sebagaimana telah dipertimbsl'{mgkan diatas, jﬁga harus
memenuhi prasyarat pengajuan gugatan yakni setelah ter:lebih dahulu
melakukan seluruh upaya administrasi di Bawas!u Propinsi dan/atau Panwas
Kabupaten Kota sebagaimana ditentukan dalameasal 154 ayati (2) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016. Akan tetapi setelah mencermatl bukti yang
diajukan para pihak juga tidak didapati adanya upaya admm:strasn oleh
Penggugat terhadap keputusan Tergugat tentang Penetapan Calon Peserta
pemilihan, melainkan : hanya mengajukan upaya admlnlstras: terhadap
keputusan Tergugat Nomor : 41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU- KabllI12018 tanggal 20
Februari 2018 tentang hasil Verifikasi dukungan calon yang diputus Panwas
Kabupaten Bone dan diputus dengan Pu%usan No. | ;001 /PS/ PWSL . BNE . 27 .
04/1/2018 (Bukti P-18). Dengan demlk}[an prasyarat pengajuan gugatan ke
Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara jugé tidak terpenuhi; ’

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbéngan hukum fdiatas, telah
terbukti bahwa gugatan Penggugat selain tidak :memenuhi syar!at mengenai
obyek sengketa, juga terbukti belum memenuhi prasyarat penga}uan gugatan
karena belum melakukan upaya administarsi ke Panwas Kabupaten Bone
terhap Keputusan Tergugat tentang penetapan Pasangan Célon sebagai
peserta pemilihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga sengketa yang dlajukan Penggugat
harus dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dlpertksa di Pengadilan Tinggi,

dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar harus

dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa ini.

Dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tinggi Tata

- Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa jsengketa ini telar terbukti;

] o

?:
| }a
Menlmbang bahwa dalam pemmbangan eksepsi telah dinyatakan
Pengadilan Tlnggr Tata Usaha Negara tidak bemenang memenksa dan

memutus sengketa ini, maka tidak terdapat lagi alasan bagt Pengadllan untuk

. "DALAM POKOK PERKARA | si.

mempertlmbangkan pokok perkara, ehlngga dengan alasan dlkabulkannya

eksespsi Tergugat sudah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat
it

, i
Menimbang bahwa oleh karena gugatanl Penggugat telah dinyatakan
tidak diterima maka Para Penggugat ditetapkan sebaga| pihak yang kalah dalam

sengketa |n| sehingga diwajibkan untuk membayar biaya perkarg yang timbul




&
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dalam pemeriksaan sengketa ini yang, Jumlahnya akan dltetapkan dalam amar
putusan; i

Menimbang bahwa bukti-bukti yiemg telahidlpertlmbangkan secara tegas
dalam pertimbangan putusan ini dipandang telah cukup menjadi dasar
pememutusan sengekta ini, maka mengenal bukti-bukti sertaldokumen lain
yang disertakan dalam berkas perkara ini tidak pérlu lagi diper‘timl?angkan;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim yang m'?meriksa dan
memutus sengketa ini yang diambil secara musyawarah mufakat tanpa
dissenting opiniorr, :

Mengingat Pasal 153, Pasal 154 Undang -Undang Nomor 10 Tahun

2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang;Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Némor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dah Walikota menjadi undang-
undang; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1086 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara sebagaiman diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Mahkamah Agung Rl Momor
11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian |Sengketa Tata IUsaha Negara
Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan: Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pencalé])nan Pemilihan %Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wahkota serta
peraturan perundang- undangan lainnya yang terkalt |

f
MENlGADIL‘I: 1
f : i

DALAM EKSEPSI: j
: {

.- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Pengadilan.

DALAM POKOK PERKARA:

' 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

2, 'Menghu‘kUm Penggugat untuk membayar biaya perkara yand timbul dalam
pemerlksaan perkara ini sejumlah Rp352.200, 00 (Tiga ratus Ilma puluh dua
ribu'dua ratus rupiah); |

Demikianlah diputus dalam répa’c musyawarah Majelis Hakim Khusus

pada hari JUMAT tanggal 23 Maret 2018 oleh kami DR. ARIFIN MARPAUNG,

S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Ne_:jara Makassar
sebagai Ketua Majelis, serta Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H. dan M.

~ILHAM LUBIS, S.H. M.H., masing- -masing sebagai Hakim Anggota pada

pengadilan tersebut, putusan mana telah diucapkan dalam permdangan yang
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- Majelis hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakirﬁ anggota serta
i dibantu oleh HERY GATOT, S.H., dengan dihadiri oleh, Kuasa Hukum
’ Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Anggota Majelis: = Ketua Majelis

Tid. ' Meterai/ttd.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.M.H.  Dp. A, MARPAUN&B, S.H., M.Hum.

[a
b :g
. ] f-i
i
Ttd. ;l ] :
| "
M. ILHAM LUBIS, SH. MH. : :
| | i ;
il } ;
Panitera Pengganti i
Ttd. |
HERY GATOT, SH. |
Perincian biaya perkara: ' ' : ‘
1. Biaya Pendaftaran Gugatan........ = Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara.......ccoceveun..... = Rp100.00:0,00
3. Biaya Panggilan-Panggilan ......... = Rp 33.200,00
4. Biaya Percepatan Minutasi......... = Rp 75.000,00
* 5. Biaya Penjilidan/pemberkasan... = Rp100.000,00 |
~BundelA - -~ l
6. Biaya Meterai...........cocccccrrrrnns =Rp  6.000,00 j
7. Biaya Hak Redakst..............eunn.. =Rp 5.000,00 | .
8. Biaya Leges.............. eeteerernaeens =Rp 3.000,00 )
Jumiah ....ccceninen. et neeereaees =iRp.352.200,00
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Foto:- copy Putusan. Perkara Pilkada Nomor 15/GIP|IkaoaI201BIPTTUN Mks.

Tanggal .27 Maret 2018 sesuai dengan .aslinya, dlbenkan kepada dan atas
permintaan AWALUDDIN YASIR, SH. ( Kuasa Hukum Te.rgugat ). pada hari
Rabu tanggal 28 Maret 2018; :

i

Biaya-biaya sebagai berikut :

1. Meterai

...................................................... feesvenninerenn. = RP. 6.000,-
2. Penyerahan Foto copy Putusan 36 Iembair X @Rp300 = Rp. 10.800,-
Jumiah ... =Rp 16.800,-
|
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